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Abstrak : Perkawinan sebagai sesuatu yang sacral bagi umat islam terkadang akan 
berakhir dengan perceraian karena disebabkan oleh berbagai hal. 
Perceraian ini pun dikemudian hari juga terkadang akan memunculkan 
masalah terutama siapa dan bagaimana tanggung jawab orang tua yang 
telah bercerai berkaitan dengan pemeliharaan anak. Dalam berbagai 
kasus ketika pasangan suami istri bercerai maka hak-hak anak terkadang 
diabaikan oleh kedua belah pihak baik dilakukan secara sengaja maupun 
tidak. Oleh karena itu, perlu upaya perlindungan agar hak-hak anak 
dapat terpenuhi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mencoa 
mengangkat judul penelitian perlindungan anak pasca perceraian orang 
tua. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Dengan alat 
pengumpul datanya adalah dokumentasi/mengkaji dari aspek 
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sesungguhnya 
peraturan yang dibuat oleh Negara sudah cukup memberikan 
perlindungan kepada anak pasca perceraian orang tua. Ketentuan 
mengenai siapa yang punya tanggung jawab utama dalam memnberikan 
nafkah kepada anak setelah bercerai, tentu bapaknya. Apabila bapak 
sudah tidak menyanggupinya baru diserahkan kepada Ibunya. Apabila 
ketentuan tersebut di langgar maka ada ketentuan pidana yang 
mengatur khususnya pasal 76A dan 76B. Hal ini sebagaimana termuat 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian di revisi dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. 
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Abstract : Marriage as something sacred for Muslims will sometimes end in divorce 
for various reasons. This divorce in the future also sometimes will cause 
problems, especially who and how the responsibilities of divorced 
parents are related to child care. In various cases when a husband and 
wife divorce, the rights of the child are sometimes ignored by both 
parties, whether done intentionally or not. Therefore, it is necessary to 
protect efforts so that children's rights can be fulfilled. Based on this 
background, the researchers tried to raise the title of research on child 
protection after parental divorce. The method used is juridical-
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normative. With the data collection tool is documentation / review of 
the bibliography aspect. The research results show that in fact the 
regulations made by the State are sufficient to provide protection to 
children after their parents' divorce. The provisions regarding who has 
the main responsibility in providing support for children after divorce, 
of course, the father. If the father does not agree, then it will be 
handed over to his mother. If these provisions are violated, there are 
criminal provisions that regulate especially articles 76A and 76B. This is 
as contained in Law Number 23 of 2002 which was later revised by Law 
Number 35 of 2014 concerning Child Protection. 
 
Keywords:  Marriage, Divorce, Children, Parents, Criminal 
 
PENDAHULUAN 
Indahnya ikatan suci pernikahan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang 
beda watak, tabiat, rasa dan bahkan mungkin ras dan status sosial adakalanya langgeng 
sampai dengan ajal menjemput dan tidak jarang kita temukan berakhir dengan perceraian. 
Bahkan tidak jarang juga kita temukan pasangan yang telah menikah tersebut berakhir 
dengan tragis seperti saling membunuh satu sama lain. 
Perceraian walaupun merupakan hal yang dibenci dalam hukum islam, karena 
berdasarkan kesimpulan para ulama hukumnya adalah makruh. Namun, perceraian masih saja 
terjadi di kalangan umat islam disebabkan karena biduk rumah tangga sudah tidak lagi 
memiliki kesatuan pemahaman. Sehingga jalan satu-satunya yang bisa ditempuh adalah 
bercerai untuk bisa meminimalisir mudharat yang akan ditimbulkan bila terus bersama dalam 
pertengkaran yang mungkin berakibat fatal pada kedua pasangan dan anak-anaknya. 
Dan dapat dipastikan perceraian yang terjadi memiliki dampak yang sangat luas 
terutama bagi keluarga kedua belah pihak, terutama bagi keberlangsungan dan masa depan 
anak-anak yang mereka miliki selama masa pernikahan. Dampak ini tidak banyak dipikirkan 
oleh para orang tua ketika mereka memutuskan untuk bercerai.  
Berdasarkan hipotesis awal penulis dampak yang mungkin ditimbulkan pasca perceraian 
orang tua adalah dampak psikologis, dampak keberlangsungan kebutuhan dasar (makanan, 
pakaian dan tempat tinggalnya) dan pendidikannya.  
Lalu bagaimana aturan hukum yang berlaku untuk memecahkan masalah tersebut di 
atas. Dalam hukum positif paling tidak ada beberapa aturan yang mendasar yang mengatur 
masalah tersebut yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konvensi Hak-Hak Anak 
didalam Perserikatan Bangsa Bangsa, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 
4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU 
Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Instruksi 
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Hasil penelitian dari Ummul Khair (2020)1 menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak asuh 
anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian Jopang Manganti pada kenyataannya tidak 
sesuai dengan putusan Pengadilan agama dengan adanya kendala-kendala, kendala Dalam 
Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Kenagarian Jopang Manganti 
adalah sebagai berikut: Kurangnya rasa tanggung jawab si ibu, kondisi mental si Ibu yang tidak 
siap menghadapi perceraian, kurangnya pengetahuan agama si Ibu.  
Putu Sauca Arimbawa Tusan (2017)2 menyimpulkan bahwa berbagai peraturan 
perundangundangan di Indonesia, telah menjamin perlindungan terhadap masa depan dan 
hak-hak anak, khususnya anak yang orang tuanya bercerai. Anak berhak mendapatkan 
jaminan untuk masa depannya, misalnya biaya hidup, biaya pendidikan, dan pengobatan dari 
orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai, adalah pihak yang paling dirugikan, dapat 
dipastikan bahwa anak akan mengalami tekanan psikologis yang dapat berpengaruh pada masa 
depannya, sehingga anak perlu mendapatkan perhatian, khususnya oleh lembaga peradilan 
dapat menjamin hakhak anak dan yang terbaik bagi anak, apabila hak-hak itu diabaikan dapat 
melakukan upaya hukum dengan permohonan eksekusi putusan pengadilan yang diabaikan. 
Muhammad Ismail (2019) menyimpulkan bahwa Tanggung jawab orang tua terhadap 
anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinnge 
Kabupaten Bone dalam tinjauan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan 
Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam dan UndangUndang 
Perlindungan Anak. Praktek pemenuhan nafkah anak oleh kedua orang tuanya tidak 
terpenuhi, seharusnya setelah bercerain kedua orang tuanya tetap berkewajiban mengurus 
anak terutama pemenuhan nafkah yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Pelaksanaan 
pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten 
Bone selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan, disebabkan beberapa faktor 
yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya 
pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua.3 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nora Andini (2019) Ketentuan hukum Islam 
mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian yaitu lebih dibebankan kepada 
ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami di 
sisinya maupun tidak ada, sedangkan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai 
kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, 
namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.4 
Maka ketika berbicara masalah perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya 
perceraian orang tua harus merujuk pada peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, 
penelitian ini dengan merujuk pada undang-undang atau peraturan yang berlaku sudahkah 
tanggungjawab orang tua dipenuhi dengan baik pasca mereka bercerai dan bagaimana akibat 
hukumnya ketika orang tua tidak melaksanakan kewajiban tersebut.  
  
 
                                                 
1 Ummul Khair, 2020. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, Volume 5 Nomor 2: 291-306, JCH 
(Jurnal Cendekia Hukum)  
2 Putu Sauca Arimbawa Tusan, 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua, Vol. 6, No. 
2 : 200 – 213, Jurnal Magister Hukum Udayana. 
3 Muhammad Ismail, 2019. Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya 
Perceraian,  UIN Alauddin Makassar. 
4 Nora Andini, 2019.  Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca 
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LANDASAN TEORI  
Perlindungan Hukum 
Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hokum yang diberikan 
oleh Negara terhadap anak yang orangtuanya sudah bercerai. Ini merupakan suatu usaha oleh 
Negara untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal 
ini penting dilakukan untuk  masa depan anak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan 
bernegara.  
Menurut Philipus, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam 
perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan 
hukum yang bersifat represif. Pada perlindungan hukum yang preventif kepada masyarakat 
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum 
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan 
hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya 
perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk rnenyelesaikan sengketa. Pengertian 
perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi 
rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi. 5 
Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak 
masa penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata 
(Burgelijke Wetbook) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara 
timbal balik.6  
Melalui Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum 
Islam juga telah mengatur bentuk bentuk perlindungan terhadap anak pasca perseraian orang 
tuanya yang termuat dalam pasal-pasal akibat perceraian, seperti yang termuat pada pasal 
156. Kemudian pada hak anak pasca perceraian orang tua diatur dalam UU Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan, yang diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap 
anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, hal mana kewajiban hukum orang tua 
tersebut adalah merupakan hak hukum bagi anak-anaknya, yakni kewajiban orang tua untuk 
memelihara anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, dan 
hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup demi 
kelangsungan hidupnya, termasuk kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca kedua orang 
tuanya bercerai.7  
Lebih lanjut Choiri mengatakan dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) memberikan peluang 
kepada para hakim untuk menyimpangi azas “Ultra Petita” dengan memberikan putusan yang 
tidak digugat oleh para pihak, namun hanya semata berdasarkan kebijaksanaan hakim yang 
mengadili kasus tersebut, dengan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu 
barang kepada bekas istrinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum di 
Indonesia yang menganut sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental tersebut, doktrin 
“Ultra Petitum Partium “ juga tidak dilaksanakan dengan kaku dan tegas oleh para hakim. 
Hal itu dimungkinkan apabila putusan hakim tersebut dalam rangka untuk mewujudkan rasa 
keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara perceraian tersebut.8 
                                                 
5 Philipus M. Hadjon, 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Persada, Jakarta. Hal. 3 
6 Philipus M. Hadjon, Ibid, Hal. 5 
7 Ahmad Choiri, 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim 
Peradilan Agama, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta. Hal. 6 
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Di dalam Penjelasan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut dinyatakan 
cukup jelas, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut mestinya 
bukan hanya terhadap penentuan pembayaran Mut’ah dan nafkah Iddah bagi bekas istri saja, 
tetapi juga terhadap nafkah anak yang berada dalam asuhan bekas istri. Perlindungan hukum 
terhadap hak-hak anak di dalam UU Perkawinan tersebut kemudian dipertajam lagi dengan 
ditetapkannya UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menekankan bahwa 
anak adalah seseorang yang harus memperoleh hakhaknya yang dari hak-hak tersebut dapat 
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rohaniyah, 
jasmaniyah, maupun sosial.9 
Ketentuan Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah 
menegaskan bahwa pertanggung-jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 
negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak. Sedang ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU tersebut menyatakan, 
bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dan 
menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau 
mental anak tersebut.21 
Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 
terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan 
menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap 
hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat 
dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan 
meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, 
pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan 
terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan 
penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang 
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.10 
Dalam melindungi anak juga ada asas-asas yang dibutuhkan. Asas-asas tersebut, ialah : 
1. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut 
anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan judikatif maka 
kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan yang utama. 2. Asas untuk hidup, 
kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak 
wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang wajib 
mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak tersebut. 3. Asas penghargaan terhadap pendapat 
anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap 
hal yang berkaitan dengan kehidupannya.11 
 
Anak 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus 
dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang 
harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 
                                                 
9 Ahmad Choiri, Ibid, Hal. 8 
10 Ahmad Choiri, Ibid, Hal. 9 
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dalam UndangUndang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak 
Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan 
generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan 
dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.12  
Dalam pertimbangan UU Perlindungan anak dijelaskan bahwa Anak adalah tunas, 
potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara 
pada masa depan. UU Perlindungan anak mendefinisikan bahwa Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 98 bahwa Batas usia anak yang 
mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat 
fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan Anak sebagai 
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.  
Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan: “Belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah 
kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka 
mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan 
tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian. 
Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan bahwa yang 
dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun. Anak menurut Undang-
undang Perkawinan: Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seorang pria diizinkan 
kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin) sesudah mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. 
Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi. 
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
ditentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah kawin.” 
Pasal 2 butir (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
menentukan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 
8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin. 
Anak dalam Hukum Perburuhan termuat dalam Undang-undang No. 12 tahun 1948 
tentang Pokok Perburuhan mendefinisikan anak adalah laki-laki atau perempuan yang 
berumur 14 (empat) tahun kebawah. 
Dari beragam batas umur anak yang termuat dalam berbagai produk peraturan tersebut 
di atas mengindikasikan bahwa di Indonesia belum ada batas umur yang jelas bagaimana 
sesungguhnya seseorang itu dikatakan sebagai seorang anak. Untuk memudahkan pembahasan 
dalam penulisan ini maka anak yang dimaksud adalah anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
 
 
                                                 
12 A. Hasyim Nawawi, 2020. Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di 
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Perceraian 
Secara harfiah, definisi perceraian adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara 
Agama dan hukum. Namun di dalam Islam, arti perceraian tidaklah semudah pernikahan. 
Banyak tahap yang harus dilalui ketika perceraian benar-benar dilakukan. Dalam Al-Qur’an 
Surat Ath-Thalaq, yang dipergunakan sebagai Undang-Undang perkawinan, bahwa perceraian 
hanya akan terjadi katika ada saksi dan melalui tiga tahap, yaitu talak 1, talak 2, dan 
kemudian talak.13 
Perceraian yang merupakan bagian dari kajian hukum keluarga tidak terlepas dari 
pembaruan yang terjadi di berbagai negara.6 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan bahwa perkara perceraian cenderung menganut prinsip “harus adanya 
persaksian dan mempersukar terjadinya perceraian”. Prinsip ini telah menghilangkan hak 
mutlak suami atas perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan 
sidang pengadilan yang berwenang”. 
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata cara perceraian, 
menyatakan bahwa suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang 
akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal 
istrinya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai 
dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan 
itu. 
Menurut Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan 
di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya KHI melalui Pasal 130 kembali 
menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan 
tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. 
 
Orang tua 
Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis 
maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam 
membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang 
bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Contohnya 
adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak) dan ayah 
tiri (suami ibu biologis anak).14  
Lebih lanjut dijelaskan Wikipedia mengutip Thamrin Nasution, orang tua merupakan 
setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang 
dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua 
merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa 
perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan 
dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani 
kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada 
masing-masing orang tua kerena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang 
berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.15 
                                                 
13 H.M Djamil Latif, 1995. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Balai Aksara dan Yudistira, Jakarta. Hal.15 
14  https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua 
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Jenis Penelitian yang di gunakan  dalam penulisan ini adalah penelitian hukum 
Normatif. Jenis penelitian ini juga di sebut penelitian hukum yuridis. Menurut Marjuki 
penelitian hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi16. 
 
Pendekatan Yang Digunakan 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan 
perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) adalah pendekatan 
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani/diteliti.17  
 
Sumber Data dan Jenis 
a.  Sumber Data 
Dalam penulisan  ini, sumber data yang dipergunakan ada 2 (dua) jenis yaitu18:                                                                               
1).  Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek penelitian. Mengacu 
pada pengertian tersebut di atas, data primer yang dimaksud dalam penelitian ini 
berdasarkan dari hasil wawancara dengan obyek penelitian yang akan diambil pada 
daerah penelitian. 
2).  Data sekunder 
Data sekunder adalah data pendukung. Data ini diperoleh berdasarkan hasil studi 
kepustakaan, baik yang bersumber dari para pakar hukum, buku-buku, kamus, jurnal 
penelitian maupun dari beberapa rumusan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
b.  Jenis Data 
Dalam penelitian  ini jenis data lazimnya dibedakan antara jenis data primer, 
sekunder dan tersier. Karena sumber datanya adalah sumber data sekunder maka jenis 
data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder menggunakan 3 
bahan hukum yaitu:19 
1) Bahan hukum primer  
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan 
hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari 
tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu20.  
2) Bahan hukum sekunder  
                                                 
16 Bambang Waluyo,2002. Jenelitain Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika. Jakarta. Hal.15 
17 Peter Mahmud Marzuji, 2012. Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta. Hal.35 
18 Soerjono Sukanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Rineke Cipta, Jakarta. Hal. 51 
19 Soerjono Sukanto, Ibid. Hal. 11 
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Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa; 1) Buku-buku 
Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 2) Jurnal-
jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akanditeliti. 3) Hasil 
Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 4) Makalah-
makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang 
akan diteliti. 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
3) Bahan hukum tersier  
Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: 1) Kamus 
Hukum. 2) Kamus Bahasa Indonesia. 
 
Tehnik Pengumpulan Data 
Tehnik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini berupa: 
a. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-
berkas atau dokumnen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Menurut 
Suharsimi dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.21 
b. Kepustakaan  
Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian 
kepustkanaan (library research). Disebut penellitian kepustakaan karena data-data atau 
bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari 
kepustakaan baik berupa buku-buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan 
lain sebagainya.22  
 
Teknik Analisa Data 
Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
preskriptif. Menurut Peter Mahmud analisis preskriptif digunakan untuk memberikan 
rekomendasi aksi yang diperkirakan akan memaksimalkan pencapaian tujuan yang kita 
inginkan.23 Analisis Preskriptif digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran yang jelas 
bagaimana tentang topic penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Bercerai 
Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat 
perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksankan tanggung jawabnya seperti 
menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta 
memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh 
sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap 
kedua orang tua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak. 
                                                 
21 Suharsimi Arikunto, 1991. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineke Cipta, Jogjakarta. Hal. 131 
22 Nursapia Harahap, 2014, Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra` Volume 08 Nomor 01  
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Pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan 
dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan 
putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya 
yang belum mencapai umur 21 tahun”. Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g 
Kompilasi Hukum Islam adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara 
dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. 
Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga 
termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 
menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 
4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang 
pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, 
jasmani maupun sosial”. 
Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf c yang menyatakan bahwa “Dalam hal 
terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya”. Berdasar hal tersebut 
ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, dan demi kepentingan si 
anak maka kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
Pada Pasal 2 ayat 1,2 dan 3 menyebutkan bahwa  (1) Usaha kesejahteraan anak pertama-tama 
dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. (2) Pemerintah dan/atau masyarakat 
melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan 
anak. (3) Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta 
melaksanakan usaha kesejahteraan anak. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 3 Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 
ayat (3) yang bersifat lintas sektoral, dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dan dilaksanakan 
sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing. 
Sementara dipasal Pasal 4 disebutkan: (1)  Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha 
pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. (2) Usaha kesejahteraan anak yang 
dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai 
masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak 
yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat. (3) Ketentuan 
mengenai penetapan syarat dan kriteria anak yang mempunyai masalah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur oleh Menteri. 
Kemudian Pasal 5 menyebutkan (1) Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan 
kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik 
secara rohani, jasmani maupun sosial. (2)  Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan 
rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus. 
Menurut Pasal 26 KUH Perdata Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah 
pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama. 
Undang-undang memandang perkawinan hanya pada hubungan keperdataan, yang artinya 
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ditetapkan dalam KUH Perdata. 
Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang 
mengatakan hak asuh anak. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
mengatakan pada pasal 45 yang menyatakan bahwa “Orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak mereka sebaikbaiknya. kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai. 
Jadi, hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang 
tua apapun yang terjadi. sepatutnya kedua orang tua diberikan hak di dalam mengasuh. Yang 
menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang 
tuanya. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada ibawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak 
dicabut kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama di muka pengadilan untuk 
mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya.24 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak juga mengatakan 
bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban ini 
dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi masing-
masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. 
Tetapi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya telah menutup 
kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dengan pasal 41 ayat (1). 
pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, 
maka pengadilan yang memutuskan. Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI mengatur 
tentang hak asuh anak pasca perceraian. Pengaturan tersebut juga memiliki batasan yang 
jelas, yaitu berlaku bagi anak yang masih dibawah 12 tahun (belum mummayiz).25  
Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau 
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah dewasa 
diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana yang 
dikatakan Maswandi, 2017.26  
Menurut pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali 
anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai 
pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 b Kitab Hukum Undang-Undang 
Hukum Perdata hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain 
untuk membayar sejumlah uang untuk membiayai anak dibawah umur. Dalam menyelesaikan 
suatu perkara, seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak ada hukum yang 
mengatur tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus menemukan dan 
menentukan hukumnya.27 
Kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini disaring mana 
                                                 
24 Reza Maulana, 2018, Kepastian Hukum Terhadap Hukum Terhadap Pengasihan anak Mumayyiz Pasca 
Perceraraian, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018. Hal. 55–74 
25 Ani Yumarni, 2019, Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota 
Bogor), Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019, Hal. 193–211 
26 Maswandi, 2017, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial 
Politik, Vol.4 No. 1. Hal. 28-45 
27 Suherman, A, 2019. Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, SIGn Jurnal 
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yang dapat dijadikan suatu hukum yang hidup dan harus dilaksanakan. Dalam penuntutan 
biaya hidup bagi anak biasanya ibu yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak 
(bekas suami) apabila bekas suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah 
hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya. Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) 
tidak hanya mengenai pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga 
menyangkut masalah pemeliharaan anak. Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pengadilan 
Negeri dalam beberapa putusan yang menyangkut masalah pemeliharaan anak, maka setelah 
bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya, maka bekas suaminya akan diberikan 
kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut. 
Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus-kasus pemeliharaan anak dan tanggung 
jawab nafkah anak cenderung melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada ibu 
kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya 
pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Dalam 
perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan 
Undangundang. Sepanjang orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan beritikad baik mau 
menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan oleh 
perceraian, terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan.  
Mungkin ada anggapan bahwa dengan telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak maka 
masalah perlindungan anak sudah selesai. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab dalam 
kenyataannya walaupun telah ada putusan yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan 
anaknya dibelakang hari ayah tersebut tidak peduli lagi dengan kewajibannya. Oleh sebab itu, 
perlu dipikirkan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian 
orang tua, yang terutama sekali dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep 
kekuasan orang tua yang bersifat tunggal, serta menegaskan sanksi bagi ayah yang melalaikan 
kewajiban membiayai pemeliharaan anaknya. 
Kalau ibu yang telah diserahi hak pemeliharaan anak ternyata melalaikan kewajibannya 
maka hukuman baginya adalah mencabut hak pemeliharaan anak atau hak perwalian tersebut 
melalui permohonan dari pihak yang merasa keberatan dengan tindakan ibu tersebut kepada 
Pengadilan Negeri. Sesuai dengan makna dan rumusan Undang-Undang, bahwa untuk 
menentukan hak perwalian, hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi 
kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak 
tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan kehidupan sosial dan 
kesejahteraan yang lebih baik. Hal yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk 
mengasuh dan memelihara anak. 
Dengan demikian, siapa yang nantinya akan memegang hak asuh anak (hadhanah) baik 
ibu atau ayahnya, yang diutamakan adalah untuk mendukung pertumbuhan yang positif 
terhadap anak. Bagaimanapun juga meskipun hak asuh anak (hadhanah) hanya bisa pada salah 
satu orang tuanya namun setelah adanya perceraian kedua orang tuanya masih berkewajiban 
memelihara dan mengurus anak-anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu 
rumah sebagaimana dikatakan oleh I Nyoman Sujana, 2017 dalam Umul Khair.28 
 
 
                                                 
28 I Nyoman Sujana, Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran, 2017, Jurnal Notariil PISSN: 
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Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak 
Setelah Bercerai 
Membicarakan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, 
maka dapat di lihat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan Anak tersebut 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.29 
Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan 
satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling 
sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. 
Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan 
menerima yang mereka butuhkan agar anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. 
Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “Negara, 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” 
Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sementara pengawasan 
ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu 
dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya 
pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Sementara 
yang dimaksudkan hukum sebagai perlindungan terhadap anak itu sendiri ialah Undang-
Undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-undang dalam arti materil adalah 
peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang 
sah. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sudah menjelaskan secara detail ketentuan pidana 
terkait dengan perlindungan anak. Hal ini bisa kita lihat pada pasal 76A sampai dengan pasal 76J 
yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa (orang 
tua/masyarakat) terhadap anak. Kemudian dipasal 77 sampai dengan pasal 89 terkait dengan 
ketentuan pidananya. Berikut disajikan pasal pasal yang berkaitan dengan 2 hal tersebut di atas.  
Pasal 76A Undang-Undang Perlindungan anak mengatakan bahwa Setiap orang dilarang; 
a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, 
baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau  b. memperlakukan 
Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif. Dan pada Pasal 76B Setiap Orang dilarang 
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan 
salah dan penelantaran. Kemudian Pasal 76C mengatakan bahwa “Setiap Orang dilarang 
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
Kekerasan terhadap Anak. 
Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan 
memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E Setiap 
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Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 76F Setiap Orang dilarang menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 
penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Pasal 76G Setiap Orang dilarang menghalang-halangi 
Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya 
dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat 
dan budaya. Pasal 76H Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk 
kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa. Pasal 
76I Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Pasal 
76J (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika 
dan/atau psikotropika. (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi 
alkohol dan zat adiktif lainnya.” 
Terkait dengan Pasal mengenai ketentuan pidananya sebagaimana termuat dalam pasal 
76A sampai dengan 76J dirumuskan dalam  pasal 77 sampai dengan pasal 89. 
Pada Pasal 77 dirumuskan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Pasal 77A (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang 
masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.  
Pasal 77B Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”  
Menurut Rendra Topan Terdapat beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori 
pembiaran dan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, yaitu: Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam 
situasi perlakuan salah dan penelantaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak.30 
Lebih lanjut dikatakan oleh Topan Membiarkan anak dalam situasi darurat (yaitu situasi 
pengungsian, kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual,anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban 
perdagangan, atau anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus 
lainnya, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- 
(seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak.31 
Melihat ketentuan pidana dalam UU Perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, 
sesungguhnya sudah jelas bahwa apapun modus yang dilakukan oleh orang tua dalam hal 
mengabaikan dan menelantarkan anak sudah ada aturan yang mengaturnya.  
Dalam berbagai rumusan pasalnya orang tua yang tidak menjalankan perintah UU dan 
mengabaikan serta menelantarkan anaknya tanpa sebab di ancam dengan berbagai bentuk 
hukuman denda mulai dari 60 Juta sampai dengan 5 Miliar rupiah. Dengan pidana Penjara 
atau kurungan antara 3 Tahun sampai dengan 20 Tahun. 
Khusus untuk penelantaran anak termuat pada Pasal 76A Undang-Undang Perlindungan 
anak mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif 
yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga 
menghambat fungsi sosialnya”. Dan pada Pasal 76B yang mengatakan bahwa “Setiap Orang 
dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi 
perlakuan salah dan penelantaran”. 
Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setiap Orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 
Jadi, orang tua yang menelantarkan anak-anaknya pasca perceraian, baik itu dilakukan 
oleh bapak maupun ibunya maka dikenakan pasal 76A dan pasal 76B. sedangkan pidana yang 
dikenakan pada orang tua tersebut dapat dilihat pada pasal 77 dengan pidana penjara paling 
lama 5 tahun dan denda banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan dikenakan pasal 
77B dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) juga. 
PENUTUP  
Dari pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut:  
1. Keberlangsungan hidup anak setelah perceraian merupakan tanggung jawab orang tua, 
sampai mereka mencapai usia 18 tahun atau sampai sebelum mereka melaksanakan 
pernikahan. Kewajiban itu tidak hanya dikenakan pada Ibu saja melainkan keduanya 
memiliki tanggung jawab penuh untuk bisa menghidupi anaknya. Tanggung jawab tersebut 
sebagaimana termuat dalam Undang-Undang atau aturan Negara meliputi; kebutuhan 
pokok si anak serperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan lain-lain 
menurut standar kehidupan yang layak berdasarkan kesanggupan orang tuannya.  
2. Orang tua yang mengabaikan hak-hak anaknya pasca terjadi perceraian maka Akibat 
Hukum Bagi Orang Tua tersebut dikenakan pasal dalam  Undang-Undang Perlindungan 
pasal 77 dan 77B bahwa orang yang menelantarkan anaknya di penjara paling lama 5 
Tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,-. 
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